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PEDOMAN TRANSLITERASI 

 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini 

adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia 

No.158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis 

kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-

kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana 

terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia 

(KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai 

berikut. 

1. Konsonan 

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, Dalam translitersi itu 

sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan 

dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin. 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Sa S ث
Es (dengan titik di 

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha H ح
Ha (dengan titik 

di bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Z د
Zei (dengan titik 

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 Sad S Es (dengan titik di ص
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

bawah) 

 Dad D ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta T ط
Te (dengan titik di 

bawah) 

 Za Z ظ
Zet (dengan titik 

di bawah) 

 „ ain„ ع
Koma terbalik 

diatas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal 

Vokal tunggal Vokal rangkap Vokal panjang 

 a =ا  a =ا

 i =ي ai =ا ي i =ا

 u =او au =او u =ا

 

3. Ta Marbutah 

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/ 

Contoh : 

 ditulis mar‟atun jamilah      مر اة جميلت    

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/ 

Contoh : 

فاطمت                  ditulis Fatimah 
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4. Syaddad (tasydid geminasi) 

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama 

dnegan huruf yang diberi tanda syaddad  tersebut. 

Contoh 

ربنا              ditulis             rabbana 

البر              ditulis             al-birr 

5. Kata sandang (artikel) 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

syamsiyah”ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ 

diganti dengan hururf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

 Contoh: 

 Ditulis Asy-syamsu الشمس

 Ditulis ar-rojulu الرجل

 Ditulis As-sayyidah السيدة

 

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf 

qomariyah”ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ 

diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan 

tanda sempang 

Contoh : 

 Ditulis al-qamar القمر

 Ditulis al-badi البديع

 Ditulis al-jalal الجلال
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MOTTO 

“Allah tidak membebani Seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya”. 

(Q.S Al-Baqarah : 286) 
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ABSTRAK 
 

Asfiya‟i Rizqi. NIM : 1219050. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. Pembimbing : Dr. H. 

Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag. 

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai 

dengan syariah Islam. Berdasarkan ketentuan Hukum Islam, 

pembayaran zakat seharusnya melalui Amil zakat atau lembaga 

pengelola zakat. Amil zakat yang dimaksud menurut Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah Badan Amil 

Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Dalam realitasnya di Desa 

Kedungkebo, dalam perkembangannya muncul persoalan-persoalan 

mengenai kesadaran masyarakat dalam berzakat, yaitu minimnya 

pengetahuan masyarakat tentang pembayaran zakat melalui lembaga 

zakat, mereka cenderung lebih memilih membayar zakat fitrah dan 

zakat maal melalui lembaga yang tidak resmi atau hanya di masjid saja 

dibandingkan melalui lembaga resmi. Penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem pembayaran 

zakat melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi tingkat 

kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam membayar 

zakat melalui lembaga zakat. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan 

pendekatan kualitatif. Sumber data primer penelitian ini adalah para 

masyarakat Desa Kedungkebo, panitia zakat dan pengurus lembaga 

zakat, dan sumber data sekunder informasi yang diperoleh dari hasil 

penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan interaktif model dari 

Miles dan Huberman dengan proses: pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan hasil kesimpulan. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Kesadaran hukum 

masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam 

pelaksanaan pembayaran zakat melalui lembaga zakat tergolong 

rendah, hal ini dikarenakan masyarakat Desa Kedungkebo belum 

mengetahui dan memahami keutaman dan kelebihan membayar zakat 

melalui lembaga zakat, hal ini disebabkan karena beberapa faktor  yaitu 

: faktor pendidikan, kurangnya sosialisasi tentang zakat dan kurangnya 

peran tokoh masyarakat, faktor sosial atau kebiasaan, dan adapun 

akibat hukum yang ditimbulkan dari kesadaran hukum masyarakat 
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Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat melalui lembaga zakat 

antara lain yaitu : Pendistribusian zakat tidak tepat sasaran kepada 8 

ansaf, tidak sesuai dengan prinsip syariah, terjadi kecemburuan sosial, 

timbulnya sifat tercela yaitu ria atau merasa berjasa. 

Kata Kunci: Kesadaran hukum, Zakat Maal, Zakat Fitrah 
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ABSTRACT 
 

Asfiya‟i Rizqi. NIM : 1219050. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Zakat di Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. Pembimbing : Dr. H. 

Mohamad Hasan Bisyri, M.Ag. 

Zakat is an asset that a Muslim must pay to give to those who 

are entitled to receive it in accordance with Islamic sharia. Based on the 

provisions of Islamic Law, zakat payments should be made through 

Amil zakat or a zakat management institution. The zakat amil referred 

to according to Law Number 23 of 2011 concerning Zakat 

Management is the National Zakat Amil Agency and the Zakat Amil 

Institution. In reality in Kedungkebo Village, during its development 

problems have emerged regarding public awareness regarding zakat, 

namely the lack of public knowledge about paying zakat through zakat 

institutions, they tend to prefer paying zakat fitrah and zakat maal 

through unofficial institutions or only at mosques compared to through 

official institutions. This research aims to explain the community's 

legal awareness of the zakat payment system through zakat institutions 

in Kedungkebo Village, Karangdadap District and to determine the 

factors that influence the level of legal awareness of the Kedungkebo 

Village community in paying zakat through zakat institutions. 

This type of research is sociological juridical research with a 

qualitative approach. The primary data sources for this research are the 

people of Kedungkebo Village, the zakat committee and administrators 

of zakat institutions, and the secondary data sources are information 

obtained from the research results. Data were analyzed using the 

interactive model from Miles and Huberman with the process: data 

collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions 

The results of the research concluded that: The legal awareness 

of the community in Kedungkebo Village, Karangdadap District 

regarding the implementation of zakat payments through zakat 

institutions is relatively low, this is because the people of Kedungkebo 

Village do not yet know and understand the virtues and advantages of 

paying zakat through zakat institutions. The public also does not know 

and understand the nishab amount and haul requirements for zakat 

maal, as a result, in paying zakat maal there is no calculation in 

accordance with the teachings of the Islamic religion (not in accordance 
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with the amount that should be given zakat), and factors that cause low 

levels of awareness The laws of the Kedungkebo Village community in 

paying zakat through this zakat institution are educational factors, lack 

of socialization about zakat and lack of role of community leaders, 

social factors or habits. 

Keywords: Legal awareness, Zakat Maal, Zakat Fitrah. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang 

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya sesuai dengan syariah Islam. Dalam ajaran agama 

Islam, pemungutan zakat sebaiknya dilakukan melalui lembaga 

zakat, hal ini sesuai dengan pendapat ulama bahwa pembayaran 

zakat sebaiknya melalui amil atau lembaga zakat. Secara syar‟i 

telah dijelaskan juga bahwa Allah SWT, menuntut umat Islam 

untuk membayarkan zakat melalui amil dan tidak 

membayarkannya secara individual oleh muzakki. Pembayaran dan 

pengelolaan zakat melalui amil sangat relevan dan sesuai prinsip-

prinsip dasar zakat.
1
 

Berdasarkan pasal 25 yang berbunyi “zakat wajib 

didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam”, 

tujuannya adalah agar para pemberi zakat tidak merasa bahwa yang 

dikeluarkan itu sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban, dan para 

fakir tidak merasa berhutang budi kepada orang kaya. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah 

satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan 

kesejahteraan umum. Lembaga zakat yang dimaksud menurut 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 

adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil 

Zakat (LAZ).
2

 Sesuai ketentuan Al-Qur‟an dan praktik yang  

dijalankan Rasulullah SAW, penyaluran zakat tidaklah dilakukan 

secara langsung dari muzakki (orang yang  berkewajiban 

menunaikan zakat) kepada mustahik (orang yang berhak menerima 

zakat), melainkan melalui pihak ketiga yang disebut amil 

(pengelola zakat).
3
 

                                                           
1
 Arif Zunzul Maizal, Berzakat Melalui Amil dalam Perspektif Al-qur‟an dan 

Sunnah, Jurnal al-fuad, (IAIN Batusangkar, 2017), 40. 
2
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. 

3
  Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), 95. 
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Menurut sejarah, zakat telah dipraktikkan oleh masyarakat 

Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Namun pada masa itu kita 

memiliki gambaran buram tentang fungsi zakat karena tidak ada 

pembayaran dan penyaluran zakat secara baik. Saat itu zakat hanya 

sebagai kewajiban individu yang tidak dikelola oleh lembaga. 

Akhirnya pada akhir masa orde baru pemerintah mengeluarkan 

Undang�undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. 

UU ini dikeluarkan dalam upaya melembagakan pengelolaan zakat 

melalui keterlibatan masyarakat dalam Badan Amil Zakat (BAZ 

maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). 

Regulasi zakat cukup memadai dalam pengelolaan zakat. 

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

pengelolaan zakat menegaskan tujuan pengelolaan zakat di 

antaranya; (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat 

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan 

kemiskinan. Penyerapan dana zakat untuk mensejahterahkan umat 

yang masuk dalam garis kemiskinan. Peningkatan pengelolaan 

zakat sebagai wujud dalam mengefektifkan pelayanan zakat yang 

bisa memberikan dampak positif di tengah masyarakat. Tujuan 

zakat sebagaimana dijelaskan dalam UU zakat menjadi hal yang 

dianggap masyarakat tidak sejalan dengan tujuan zakat. Zakat yang 

sejatinya dinikmati masyarakat dianggap tidak tepat sasaran, hal itu 

mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola zakat 

atau amil menuai ketidak percayaan. Efeknya melahirkan budaya 

baru dengan menunaikan zakat secara langsung kepada mustahik. 

Di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, dalam 

perkembangannya muncul persoalan-persoalan mengenai 

kesadaran masyarakat dalam berzakat. Salah satunya yaitu 

minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran zakat 

melalui lembaga zakat, mereka cenderung lebih memilih 

membayar zakat fitrah dan zakat maal melalui lembaga yang tidak 

resmi atau hanya di masjid saja dibandingkan melalui lembaga 

resmi. Berdasarkan informasi awal, di Desa Kedungkebo 

Kecamatan Karangdadap dulunya terdapat UPZ, namun lambat 
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laun UPZ tidak dipercaya oleh masyarakat.
4
 Di Desa Kedungkebo 

juga sudah terdapat LAZISNU, tetapi masyarakat lebih memilih 

membayar zakat fitrah di masjid, dan masyarakat juga dalam 

pembayaran zakat maal dengan cara dibagikan sendiri secara 

langsung. Hasil wawancara peneliti kepada salah satu pengelola 

masjid yang ada di Desa Kedungkebo yaitu Bapak Hasan Basri, 

beliau menuturkan bahwa masyarakat sudah membayar zakat fitrah 

sesuai dengan ketentuan hukum mengeluarkan zakat, akan tetapi 

masyarakat tidak membayarkannya melalui lembaga yang ada 

justru mereka lebih memilih membayar zakat fitrah melalui panitia 

zakat yang ada dimasjid/musholla, masyarakat Desa Kedungkebo 

juga belum sepenuhnya membayarkan zakat maal dari sebagian 

harta mereka, ada sebagian yang mengeluarkan zakat maal akan 

tetapi mereka membayarkannya secara langsung sendiri-sendiri 

tidak melalui lembaga zakat yang resmi.
5
  Berdasarkan wawancara 

tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi lembaga zakat di 

Desa Kedungkebo sangat kurang, atau bahkan tidak diminati sama 

sekali karena masyarakat lebih memilih membayarkannya melalui 

panitia masjid/musholla. 

Di negara Indonesia lembaga yang mengurus zakat harus 

memiliki izin dari pemerintah yaitu berdasarkan Undang-undang 

No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan pasal 18 ayat 

1 dan 2 yang berbunyi: (1) Pembentukan LAZ wajib mendapatkan 

ijin dari pemerintah atau pejabat yang ditunjuk langsung oleh 

Menteri, (2) Ijin yang dimaksud dalam ayat 1 tersebut, dapat 

diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit : a. 

Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola 

bidang dakwah, pendidikan dan sosial; b. Berbentuk lembaga yang 

berbadan hukum; c. Memperoleh rekomendasi dari BAZNAS; d. 

Mempunyai pengawas syariat; e. Mempunyai kemampuan 

administratif, teknis dan keuangan dalam melaksanakan 

                                                           
4

Hasan Basri, Panitia zakat masjid Desa Kedungkebo, Wawancara oleh 

Asfiya‟i Rizqi, 7 November 2023. 
5

Hasan Basri, Panitia zakat masjid Desa Kedungkebo, Wawancara oleh 

Asfiya‟i Rizqi, 7 November 2023. 
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kegiatannya; f. Memiliki sifat nirlaba; g. Mempunyai program 

untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan masyarakat; dan 

h. bersedia diaudit keuangan dan syariat secara berkala
6
. Pengelola 

zakat dapat berbentuk BAZ, LAZ atau UPZ, sedangkan lembaga 

yang tidak memiliki legalitas hukum akan dikenai hukuman sesuai 

dengan Undang-undang tentang zakat No.23 Tahun 2011, yaitu 

wajib memberhentikan semua aktivitas yang terkait dengan 

pengelolaan zakat. Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap orang 

dilarang secara sengaja bertindak sebagai amil zakat yang 

melakukan pendistribusian, pengumpulan atau pendayagunaan 

zakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang dengan 

ancaman hukuman pidana kurungan paling lama satu tahun atau 

denda sebesar 50 juta
7
. Sesuai dengan pasal 41 yang berbunyi : 

"Setiap orang yang melakukan pelanggaran mengelola 

(menghimpun dan mendistribusikan) zakat tanpa izin, dapat 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau 

pidana denda paling banyak 50 juta".
8
 

Dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengatahui 

lebih lanjut tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem 

pembayaran zakat melalui lembaga zakat yang ada di Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap, dan faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam membayarkan zakat 

melalui lembaga zakat. Maka dari itu, peneliti tertarik mengangkat  

judul “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pembayaran Zakat 

Melalui Lembaga Zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

                                                           
6
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal  18 ayat 1 

dan 2. 
7
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal  38 

8
 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Pasal  41. 
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1. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran 

zakat  melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap ? 

2. Bagaimana akibat hukum dari kesadaran hukum masyarakat 

Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dalam 

membayarkan zakat melalui lembaga zakat ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap 

sistem pembayaran zakat melalui lembaga zakat di Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. 

2. Untuk menganalisis akibat hukum dari kesadaran hukum 

masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat 

melalui lembaga zakat. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan untuk 

menambah wawasan serta pengetahuan terkait analisis 

kesadaran hukum masyarakat  terhadap pembayaran zakat 

melalui lembaga zakat di Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap. 

2. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

masukan bagi lembaga atau instansi yang bergerak dalam 

bidang pendistribusian dan pengumpulan zakat di masyarakat. 

E. Kerangka Teoretik 

1. Teori Kesadaran Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum 

yaitu permasalahan tentang nilai dari diri individu manusia 

terkait hukum yang ada atau yang diharapkan. Hakikatnya yang 

ditonjolkan disisni bukanlah penilaian hukum terhadap 

peristiwa yang sebenarnya terjadi di masyarakat yang 

bersangkutan, melainkan nilai-nilai yang berkaitan dengan 
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kemanfaatan hukum.
9
 Atau bisa disebut kesadaran hukum yaitu 

konsepsi-konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang 

keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki 

atau yang sepantasnya.
10

 Indikator kesadaran hukum itu ada 

empat, yaitu : 

a. Pengetahuan Hukum 

Yaitu seseorang mengerti bahwa suatu perbuatan itu 

telah diatur dalam aturan hukum tertentu. Maksudnya, 

hukum yang dimaksud yaitu hukum yang tidak tertulis atau 

tertulis. Pengetahuan hukum mengatur suatu perbuatan di 

perbolehkan oleh hukum atau dilarang.
11

 Pengetahuan 

hukum menurut Otje Salman yaitu wawasan warga negara 

tentang berbagai perbuatan tertentu yang telah dibuat oleh 

hukum.jelas saja, hukum yang dibahas di sini yaitu yang 

tidak tertulis dan tertulis. 

b. Pemahaman Hukum 

Yaitu ketika seseorang memiliki pengetahuan serta 

pemahaman terkait peraturan tertentu, atau juga seseorang 

mempunyai sekumpulan informasi tentang suatu 

isi,kegunaan dan maksud dari suatu aturan tertentu.
12

 

Maksudnya adalah seseorang itu memiliki kemampuan 

memahami terkait suatu aturan tertentu,dan yang paling 

penting kemampuan memahami isinya. Secara teori, 

                                                           
9

 Muhammad Mufti Hidayat, Ali Muhtaram, dan Mubarok, “Kesadaran 

Hukum Pelaku Pernikahan Dini dalam Pencatatan Pernikahan di Kandangserang”, 

Jurnal Alhikam, no.2 (2021). 
10

 Soerjono Soekanto, “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”, (Jakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Pancasila), 159. 
11

 Ery Suheri, “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi 

Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Skripsi Sarjana Hukum (Pekanbaru 

:UIN Sultan Syari Kasim Riau Pekanbaru, 2011), 20. 
12

 Juliana Abdullah, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya 

Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah di Desa Bentenge Kec.Mallawa 

Kab.Maros”, Skripsi Sarjana Hukum (Makassar : Universitas Muhammadiyah 

Makassar, 2020), 19. 
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pengetahuan hukum dan pemahaman hukum bukan dua 

indikator yang saling bergantung. Orang dapat melakukan 

sesuatu, melainkan mereka mungkin tidak menyadari 

bahwa perbuatan mereka sesuai dengan norma hukum 

tertentu. 

c. Sikap Hukum 

Menurut Zainuddin, seperti yang dikutip oleh Nova 

Kasim, Karsadi dan Syahbuddin dalam jurnal Selami IPS, 

sikap hukum adalah suatu kecondongan guna menolak atau 

menerima suatu hukum, sebab adanya suatu penghargaan 

terkait hukum itu berguna atau tidak berguna bagi 

kehidupan masyarakat. Yang mana bisa dikatakan telah ada 

suatu elemen apresiasi terkait hukum. Mkasudnya, orang 

cenderung membuat keputusan tertentu terkait hukum. 

Salah satu fungsi utama hukum yaitu mengatur terkait 

kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat biasanya 

berasal dari nilai yang benar yaitu pandangan terkait apa 

yang benar yaitu pandangan terkait apa yang benar, baik, 

dan apa yang harus dihindarinya.
13

 

d. Pola Perilaku Hukum 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perilaku 

hukum adalah ketika seseorang berbuat sebagaimana 

dengan hukum. Pola perilaku hukum yaitu hal yang utama 

dalam kesadaran hukum, indikatornya yaitu adanya suatu 

petunjuk terkait tingkat kesadaran hukum tinggi dengan 

dibuktikan masyarakat yang berhubungan taat dan patuh 

kepada hukum.
14

 Dengan hal ini, maka tinggi rendahnya 

tingkatan suatu kesadaran itu bisa dilihat dari adanya 

kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum terterap 

pada pola perilaku nyata. 

                                                           
13

 Nova Kasim, Karsadi, dan Syahbuddin, “Kesadaran Hukum Masyarakat 

Dalam Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Tongano Timur 

Kecamatan Tomia Timur Kab.Wakatobi”, Jurnal Selami IPS, no.2 (2019), 673. 
14

 Muslan Abdurrahman, “Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum”, (Malang 

: UMM Pers, 2009), 36. 
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2. Pengelolaan dan Pembayaran Zakat 

Zakat merupakan hak yang wajib di keluarkan dari harta. 

Kewajiban ini bersifat mengikat, artinya seorang muslim 

diwajibkan atau diharuskan untuk membayar zakat.
15

 

Pembayaran atau pendistribusian zakat merupakan suatu bentuk 

penyaluran dana zakat dari orang-orang yang memiliki 

kelebihan harta kepada mereka yang kekurangan harta yang 

memiliki hak untuk mendapatkan bantuan tersebut sesuai 

dengan ketetapan aturan agama. Menurut Undang-undang 

Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam rangka 

pengelolaan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal  

dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional atau lebih 

dikenal sebagai BAZNAS. Berdasarkan Pasal 7, dalam 

melaksanakan tugasnya, BAZNAS ini menjalankan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
16

  Selain itu juga 

bertugas dalam membuat pelaporan dan pertanggung jawaban 

pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. 

Dalam Undang-Undang zakat yang baru ini, dijelaskan 

bahwa masyarakat diperbolehkan untuk membentuk Lembaga 

Amil Zakat (LAZ) guna membantu BAZNAS, dan sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 29 ayat (3), LAZ ini wajib 

menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, 

sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS 

dan pemerintah secara berkala. Namun pada kenyataan yang 

berjalan di masyarakat, mereka justru  membentuk panitia/amil 

mandiri baik itu secara kelompok atau dikoordinir dimasjid-

masjid melalui kepengurusan takmir.
17

 Dalam Pasal 38, 

                                                           
15

 Akh Minhaji, "Teori komprehensif Tentang Zakat dan Pajak", (Yogyakarta : 

PT Tiara Wacana Yogyakarta, 2003), 4. 
16

 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Pengelolaan Zakat. 
17

 Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil 

Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang)”, Thesis, (IAIN Salatiga,2015), 32. 
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dijelaskan bahwa dilarang bagi setiap orang yang sengaja 

bertindak selaku amil zakat melakukan penghimpunan, 

pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa ijin pejabat 

yang berwenang. Dia akan ditindak sebagaimana diatur dalam 

Pasal 41 dengan pidana paling lama satu tahun dan atau pidana 

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). 

Dengan penjelasan Pasal 66 PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Zakat, bahwa: “(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah 

tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan 

pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, 

perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau 

pengurus/takmir masjid/mushalla sebagai amil zakat. (2) 

Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan 

secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama 

kecamatan.”
18

 

Maka dari itu, masalah penditribusian harus 

dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam meskipun dilakukan 

oleh panitia/amil mandiri. Berdasarkan pasal 25, pasal 26 

menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan 

berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip 

pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pengelolaan zakat 

adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan 

pengoordinasian dalam pendayagunaan zakat guna untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam 

pengelolaan zakat, setelah dilakukan pengelolaan maka zakat 

tersebut akan melalui tahap penyaluran, adapun yang dimaksud 

dengan penyaluran zakat adalah pengalihan zakat yang 

terkumpul dari muzakki kepada pihak-pihak tertentu 

(mustahiq). 

                                                           
18

 Nur Salim, “Pengelolaan Zakat Fitrah Berdasarkan Konsep Maslahat Lil 

Ummat (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tengaran, Kecamatan Tengaran, 

Kabupaten Semarang)”, Thesis, (IAIN Salatiga,2015), 33. 
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3. Lembaga Amil Zakat 

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola 

zakat yang dibentuk sepenuhnya oleh masyarakat dan 

merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh 

pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala 

kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses 

penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses 

pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya 

zakat tersebut.
19

 

F. Penelitian yang Relevan 

Sebagai acauan dalam penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa kajian pustaka sebagai rumusan berfikir. Beberapa kajian 

pustaka diantaranya adalah:  

Penelitian pertama, oleh Eni Rusmiatun “Kesadaran 

Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi kasus 

Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana Kab.Lampung 

Timur)”. Tujuan penelitian yaitu : Tentang kesadaran  masyarakat 

Desa Terbanggi Marga dalam berzakat
20

. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. 

Persamaannya pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai 

kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada objek 

penelitiannya, penelitian ini objek penelitiannya adalah tentang 

kesadaran masyarakat dalam membayar zakat sedangkan objek 

yang sedang di teliti oleh peneliti adalah kesadaran hukum 

masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat. 

Penelitian kedua, oleh Yusi Zikriyah, "Pengaruh Tingkat 

Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap 

Implementasi  Zakat Profesi". Tujuan penelitian yaitu :  Untuk 

mengetahui tingkat kesadaran masyarakat kelurahan Lenteng 

                                                           
19

 Didin Hafidudin, “Agar Harta Berkah dan Bertambah” (Jakarta: Gema 

Insani, 2007), 177. 
20

 Eni Rusmiatun, “Kesadaran Masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam 

Berzakat (Studi kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kec. Sukadana 

Kab.Lampung Timur)”. Skripsi (Lampung: IAIN Metro, 2020), 7. 
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Agung terhadap implementasi zakat profesi
21

. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan teknik obervasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Persamaannya pada penelitian ini 

adalah mengenai kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak 

pada pembahasan penelitian  ini hanya terfokus membahas pada 

implementasi zakat profesi sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah tentang pembayaran zakat fitrah dan zakat maal. 

Hasil penelitian dari Yusi Zikriyah yaitu bahwa pada dasarnya 

masyarakat kelurahan Lenteng Agung telah menyadari akan 

kewajiban mereka untuk membayar zakat profesi, namun dalam 

pengimplementasiannya hanya sebagian masyarakat yang telah 

menunaikan zakat profesinya secara rutin baik di bayarkan setiap 

bulan maupun setiap tahun.  

Penelitian ketiga, oleh Siti Mukarramah Nasir (2017) 

“Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat 

pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattalikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa)”. Tujuan Penelitian yaitu, untuk 

mengetahui bagaimana potensi zakat pertanian di Desa Pattalikung 

dan untuk mengetahui bentuk kesadaran hukum masyarakat di 

Desa Pattalikung terhadap pembayaran zakat hasil pertanian 

khususnya petani padi.
22

 Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu dengan teknik observasi, wawancara, partisipasi dan 

dokumentasi. Persamaannya pada penelitian ini adalah mengenai 

kesadaran masyarakat. Perbedaannya terletak pada pembahasan 

penelitian yaitu penelitian ini fokus terhadap kesadaran hukum 

masyarakat terkait dengan pembayaran zakat hasil pertanian 

khusus petani. Hasil penelitian dari Siti Mukarramah Nasir yaitu 

bahwa potensi zakat yang terdapat di Desa Pattalikung secara 

umum sudah baik, tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat 

                                                           
21

 Yusi Zikriyah, "Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan 

Lenteng Agung Terhadap Implementasi  Zakat Profesi" . Skripsi (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2017 ), 9. 
22

 Siti Mukarramah Nasir, “Kesadaran masyarakat dalam melakukan 

pembayaran zakat pertanian (Studi Kasus petani padi di Desa Pattalikang Kecamatan 

Manuju Kabupaten Gowa)”, skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2017), 5. 
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Desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabakan 

rendahnya pendidikan. 

Penelitian keempat, oleh Maghfira (2014), mahasiswi UIN 

ALAUDDIN MAKASSAR dengan judul skripsi “Kesadaran 

masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat pertanian Padi di 

Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten 

Bulukumba”. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif yang datanya diperoleh dengan cara observasi dan 

kuosioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Respon 

masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Bontomaccina sebagin 

sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka 

yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang 

langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap 

dan kemudian dijual, 2) praktik zakat pertanian masih memakai 

adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang 

diinginkan.
23

 Perbedaanya dengan penelitian yang sekarang sedang 

dilakukan penulis yaitu metode yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif 

sedangkan penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian kelima, oleh Rizka Amaliah S (2022), mahasiswi 

UIN ALAUDDIN MAKASSAR dengan judul skripsi “Strategi 

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Menunaikan Zakat 

Mall di BAZNAZ Kabuaten Barru”. Tujuan penelitian ini yaitu : 

untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat dalam 

menunaikan zakat mal, bagaimana strategi dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat menunaikan zakat mal di BAZNAS 

Kabupaten Barru dan mengetahui faktor- faktor penghambat dan 

pendukung dalam pelaksanaan strategi BAZNAS Kabupaten 

Barru. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 

Persamaannya pada penelitian ini adalah terkait kesadaran 

masyarakat dalam membayar zakat di lembaga zakat. 

                                                           
23

 Maghfira, “Kesadaran masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat 

pertanian Padi di Desa Bontomaccina Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba”, 

skripsi (UIN ALAUDDIN Makassar, 2014). 
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Perbedaannya terletak pada pembahasan penelitian yaitu penelitian 

ini fokus terhadap kesadaran masyarakat terkait dengan 

pembayaran zakat maal sedangkan penelitian yang sedang diteliti 

penulis yaitu membahas mengenai zakat fitrah dan zakat mall. 

Hasil penelitian dari Rizka Amaliah yaitu bahwa : 1) Tingkat 

kesadaran masyarakat di Kabupaten Barru masih kurang dilihat 

dari jumlah zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Barru 

yang jauh dari potensi zakat, 2) Strategi BAZNAS dalam 

meningkatkan kesadaran masyarakat yaitu dengan pembentukan 

UPZ, Kerjasamdengan pihak ketiga (ASN,Kepolisian, dan 

KKDB), dan sosialisasi langsung maupun tidak langsung. 3) 

Faktor penghambat yaitu kesadaran masyarakat untuk berzakat 

masih relatif rendah, masyarakat yang mempunyai kebiasaan 

menyalurkan zakatnya langsung kepada orang lain tanpa melalui 

lembaga, kurang memahami tentang zakat secara umum, masih ada 

muzakki yang tidak tahu bahwa ada zakat lain selain zakat fitrah 

yaitu zakat mal, masyarakat yang tidak mengetahui adanya 

konsekuensi zakat, kemudian faktor pendukung pelaksanaan 

strategi BAZNAS Kabupaten Barru yaitu dukungan dari 

pemerintah berupa Perda zakat dan himbauan kepala daerah, 

kerjasama dengan instansi pemerintahan serta dukungan kuat dari 

majelis ulama Kabupaten Barru.
24

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ialah yuridis empiris, ialah penelitian 

yang difokuskan pada penerapan hukum di masyarakat serta 

penegakan aturan yang sudah berlaku dalam realitas sosial. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji atau meneliti 

bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pembayaran 

zakat melalui lembaga zakat. Tempat penelitian ini berada di 

Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. 

                                                           
24

 Rizka Amaliah, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

Menunaikan Zakat Mall di BAZNAZ Kabuaten Barru”, skripsi (UIN ALAUDDIN 

Makassar, 2022),15. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

ialah kualitatif, yaitu penelitian yang berupa perencanaan, 

pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan 

menjadi laporan hasil penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan 

untuk mengatasi suatu masalah. 

3. Sumber data 

a. Sumber data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan untuk mengamati hal-hal yang 

terjadi dalam masyarakat di Desa Kedungkebo dan dari 

masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. 

b. Data sekunder 

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung 

dari lapangan atau dari sumber-sumber yang telah ada, data 

ini biasanya dari jurnal, buku, hasil penelitian dan 

sebagainya.
25

 Sumber-sumber yang dipilih tentunya yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dilakukan 

peneliti. Adapun buku, jurnal, hasil penelitian, dan 

sebagainya yang kajiannya berkaitan dengan kesadaran 

hukum masyarakat, hukum zakat dan tentang pembayaran 

zakat melalui lembaga zakat yang ada di Desa Kedungkebo 

Kecamatan Karangdadap. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Teknik wawancara 

Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data 

yang berasal dari informasi-informasi dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek, 

pandangan-pandangan, ide-ide ataupun pendapat dari 

                                                           
25

 Misbahuddin Iqbal Hasan, “Analisis Data Penelitian dengan Statistik, Cet.2” 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2013), 21. 
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pengelola zakat dan masyarakat di Desa Kedungkebo 

Kecamatan Karangdadap.
26

 

b. Teknik studi dokumen 

Teknik studi dokumentasi digunakan untuk mencari 

data-data yang bersumber dari buku-buku, transkrip, 

notulen rapat, agenda, peraturan-peraturan dan 

sebagainya.
27

  

5. Teknik analisa data  

Proses analisis data kualitatif dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu reduksi data, penyajian data (data display) dan 

verifikasi data (conclution drawing/verification). Proses analisis 

tersebut sebagai berikut:
28

 

a. Reduksi  data  (data  reduction)  yang berarti  berguna 

untuk merangkum,  memilih  hal-hal  yang pokok, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting terkait kesadaran 

hukum masyarakat di Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap. Reduksi data juga dimaksud untuk  

menentukan data ulang sesuai  dengan  permasalahan 

penelitian.
29

 

b. Penyajian data (data display), untuk data yang sudah 

direduksi disajikan dalam bentuk  uraian  singkat  berupa  

teks  yang  berbentuk naratif. Penyajian data berguna untuk 

melihat gambaran secara keseluruhan tentang tema yang 

sedang di teliti. 

c. Verifikasi data (conclution drawing/verification), dalam 

tahap ini peneliti mengambil kesimpulan dari data yang 

                                                           
26

 Ida Bagus Gde Pujaastawa, Teknik Wawancara Dan Observasi Untuk 

Pengumpulan Bahan Informasi, Skripsi, (Bandung : Universitas Udayana), 4. 
27

 Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, ”Dasar Metodologi Penelitian, Cet.I” 

(Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), 66. 
28

 Sugiyono, “Memahami Penelitian Kualitatif”, (Bandung: Alvabeta, 2015), 

244. 
29

  Emzir, "Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data" (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2012),  130. 
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diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

untuk ditarik analisis pada Bab IV, dan kesimpulan pada 

Bab V. 

H. Sistematika Penulisan Skripsi 

Adapun sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut:  

Bab I. Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penlitian dan sistematika penelitian. 

Bab II. Berisikan  Landasan teori yang terdiri dari Teori 

Kesadaran hukum masyarakat, Sistem pengelolaan dan 

pembayaran zakat, dan Lembaga Amil Zakat.  

Bab III.  Hasil penelitian, berisi tentang gambaran umum, 

meliputi gambaran umum profil Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap dan pelaksanaan pembayaran zakat di Desa 

Kedungkebo Kecamatan Karangdadap. 

Bab IV. Analisis, berisi paparan dan data hasil penelitian, 

pembahasan dan hasil penelitan terhadap analisis kesadaran hukum 

masyarakat terhadap pembayaran zakat melalui lembaga zakat di 

Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap dan faktor yang 

mempengaruhinya serta analisis akibat hukum dari kesadaran 

hukum masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat 

melalui lembaga zakat 

Bab V. Berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan 

saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berikut ini adalah yang dapat disimpulkan dari pembahasan 

yang telah dikemukakan : 

1. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan 

Karangdadap dalam pelaksanaan pembayaran zakat melalui 

lembaga zakat tergolong rendah, hal ini dikarenakan 

masyarakat Desa Kedungkebo belum mengetahui dan 

memahami keutaman dan kelebihan membayar zakat melalui 

lembaga zakat. Masyarakat juga belum mengetahui dan 

memahami terkait adanya jumlah nishab dan syarat haul dari 

zakat maal, akibatnya dalam pembayaran zakat maal ini tidak 

ada perhitungan sesuai dengan ajaran agama Islam (tidak 

sesuai dengan jumlah yang seharusnya dizakatkan) dan faktor 

yang mempengaruhinya yaitu : (a) faktor pendidikan, (b) 

kurangnya sosialisasi tentang zakat (c) faktor sosial atau 

kebiasaan. 

2. Akibat hukum merupakan suatu perbuatan yang ditimbulkan 

karena adanya suatu sebab dan dilakukan oleh subjek 

hukum.perbuatan tersebut baik yang sesuai hukum maupun 

tidak sesuai hukum. Berdasarkan 6 informan, mereka 

semuanya belum sepenuhnya taat kepada hukum yang ada. 

Sebab masyarakat Desa Kedungkebo masih membayarkan 

zakat melalui lembaga zakat yang tidak resmi atau hanya 

melalui panitia zakat dimasjid. Padahal dalam Undang-undang 

No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah dijelaskan 

bahwa di negara Indonesia lembaga yang mengurus zakat 

harus memiliki izin dari pemerintah, hal ini sesuai dengan 

pasal 18 ayat 1 dan 2, akibat hukum dari kesadaran hukum 

masyarakat Desa Kedungkebo dalam pembayaran zakat 

melalui lembaga zakat antara lain yaitu : Pendistribusian zakat 

tidak tepat sasaran kepada 8 ansaf, tidak sesuai dengan prinsip 
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syariah, terjadi kecemburuan sosial, timbulnya sifat tercela 

yaitu ria atau merasa berjasa. 

B. Saran 

1. Masyarakat Desa Kedungkebo meningkatkan pengetahuan 

mereka tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembayaran 

zakat dilembaga zakat, sehingga dengan begitu mereka akan 

dapat menunaikan kewajiban dalam membayar zakat sesuai 

dengan ajaran hukum Islam. 

2. Lazisnu perlu mengadakan sosialisasi secara rutin kepada para 

masyarakat Desa Kedungkebo Kecamatan Karangdadap 

berguna untuk mendapatkan informasi, pengetahuan dan 

pemahaman dengan jelas terkait pentingnya membayarkan 

zakat melalui lembaga zakat supaya masyarakat bisa 

membayarkan zakat sesuai dengan ajaran agama Islam.  
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